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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA  
2.1 Self Assessment System 
 Merupakan suatu sistem perpajakan yang memperbolehkan wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya, sehingga wajib pajak diberi kepercayaan yang penuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

2.1.1  Pengertian self assessment system
Self assessment system merupakan metode yang memberikan tanggungjawab yang besar kepada wajib pajak karena semua proses dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sendiri oleh wajib pajak.
Adapun pengertian self assessment system menurut Waluyo dan Wirawan B Ilyas dalam buku Perpajakan Indonesia adalah sebagai berikut:

“Self assessment system adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar ”

(2003:18)

Lain halnya pengertian dan ciri self assessment system menurut Mardiasmo dalam buku Perpajakan adalah sebagai berikut:
“ Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak  untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dengan ciri:

a. Wewenang untuk menetukan besarnya pajak ada pada wajib pajak sendiri.

b. Wajib pajak aktif , mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi”.
Dari pengertian diatas jelas terlihat bahwa perhitungan pajak dengan self assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang menekankan kepada wajib pajak untuk bersikap aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, karena sistem pemungutan ini memberi kebebasan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri tanpa adanya campur tangan fiskus atau pemungut pajak.
Tata cara pemungutan pajak dengan menggunakan self assessment system berhasil dengan baik jika masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi, dimana ciri-ciri self assessment system adalah adanya kepastian hukum, sederhana perhitungaanya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan perhitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak.

Adapun ciri self assessment system  yang lainnya adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak melakukan peran aktif dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

2. Wajib pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya sendiri.

3. Pemerintah dalam hal ini Instansi Perpajakan melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak, melalui pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi pelanggaran dalam bidang pajak sesuai peraturan yang berlaku.     
Self assessment system menyebabkan wajib pajak mendapat beban berat karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Wajib pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam SPT, menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak terutang, menyetorkan jumlah pajak terutang. Karena menuntut kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak maka sistem ini juga akan menimbulkan peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, pemanipulasian perhitungan jumlah pajak, penggelapan jumlah pajak yang seharusnya dibayar.

Self assessment system dapat ditentukan dengan cara:

1. Kepatuhan, kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya adalah faktor paling dominan dalam metode ini karena kepatuhan wajib pajak sangat diperlukan untuk menghindari kecurangan yang dilakukan wajib pajak.

2. Kurang bayar dan lebih bayar pajak, kurang bayar pajak terjadi karena jumlah pajak yang dibayar lebih kecil daripada jumlah pajak terutangnya sedangkan lebih bayar pajak terjadi karena jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah pajak terutangnya.

3. Menyetor, menghitung, dan melaporkan pajak merupakan rangakaian dalam kegiatan unutk melaksankan kewajiban perpakannya.  

Adapun tata cara pembayaran pajak oleh wajib pajak, yaitu:

1. Mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak, wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2. Menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang, menghitung jumlah pajak terutang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan pajak dengan dasar pengenaan pajak. Sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal dengan kredit pajak.

3. Menyetor pajak tersebut ke Bank persepsi/kantor pos, melakukan penyetoran pajak yang sudah dihitung dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).

4. Melakukan pelaporan tersebut ke Direktur Jendral Pajak, melakukan pelaporan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) masa dan tahunan.
5. Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT dengan baik dan benar.
2.2  Kepatuhan 

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuahan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak (dilakukan sendiri atau dibantu oleh ahli misalnya praktisi perpajakan nasional/tax agent) bukan fiskus selaku pemungut pajak, sehingga kepatuhan diperlukan dalam self asserssment system dengan tujuan penerimaan pajak yang optimal.

2.2.1 Pengertian Kepatuhan 
Dengan adanya kepatuhan maka secara tidak langsung penerimaan pajak akan berjalan dengan lancer karena kepatuahn wajib pajak telah menunjukan bahwa wajib pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.
Adapun pengertian  kepatuhan ditulis oleh Safri Nurmantu dan dikutip oleh Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu dalam bukunya  Perpajakan, Konsep, Teori dan Isu. adalah sebagai berikut:
”Kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan perpajakan yang didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan  hak perpajakannya.”
(2006:10)

Pengertian kepatuhan ditulis oleh Chaizi  dan dikutip oleh  Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu dalam bukunya  Perpajakan, Konsep, Teori dan Isu. adalah sebagai berikut:
” Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai berikut:
1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri

2. Kepatuhan wajib pajak untuk menyetorkan kembali SPT

3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang 

4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.”
(2006:111)
Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung self assessment system, dimana wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

Wajib pajak dimasukan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria atau persyaratan seebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pemabayaran pajak.

3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam hal pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.

5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Laporan auditnya harus disusun dalam bentuk panjang yang menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal. Dalam hal wajib pajak laporan keuangannya tidak diaudit oleh akuntan publik, disyaratkan untuk memenuhi ketentuan tersebut.   
2.2.2   
Jenis-Jenis Kepatuhan
 Adapun jenis-jenis kepatuhan wajib pajak menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu dalam bukunya  Perpajakan, Konsep, Teori dan Isu adalah:
”Jenis-jenis kepatuhan adalah:

1. Kepatuhan normal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan.

2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan diamana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. ”

(2006:110)
Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan adalah merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak, bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya rendah, diharapkan akan memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik.
Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dilakukan dalam hal:

a. SPT menunjukan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan wajib pajak.

b. SPT tahunan pajak menunjukan rugi.

c. SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak tepat pada waktunya.

d. SPT yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal pajak.

e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut tidak dipenuhi.  
2. 3 Pajak

 Pajak merupakan iuran yang dipungut kepada rakyat yang sifatnya dipaksakan, tanpa memandang kaya atau miskin. Semua rakyat Indonesia pasti membayar pajak yang nanti hasilnya digunakan untuk keperluan negara.
2. 3. 1 Pengertian Pajak 

Pajak secara umum merupakan iuran dari rakyat yang dibayar kepada pemerintah berdasarkan Undang-Undang tampa mendapat jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (baik rutin maupun pembangunan) negara serta untuk melaksanakan tugas negara dalam menjalankan pemerintahan dan pajak ini dipungut karena keadaan, kejadian, dan perbuatan.
Untuk lebih jelas mengenai pengertian dari pajak ini akan dikemukakan oleh beberapa ahli perpajakan diantaranya :

Definisi pajak menurut  P. J. Andriani dalam buku Perpajakan Indonesia berbunyi sebagai berikut : 

“Pajak   adalah Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.
(2003 : 3)

Selain itu ada juga pengertian yang disampaikan oleh Rochmat   Soemitro dalam buku Perpajakan :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang- Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” 
(2003 :1)

Dari pengertian-pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah :

a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang, serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.

b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.

c. Pajak dipungut baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

d. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public invesment.

e. Dalam pemungutannya pajak dapat dipaksakan.
2.3.2 Fungsi Pajak 
Adapun fungsi pajak terbagi menjadi dua yaitu:

1. Fungsi Anggaran (budgeter) :

Pajak adalah sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk mermbiayai pengeluaran-pengeluarannya.

Contoh : Dimasukannya dalam APBN sebagai penerimaan.

2. Fungsi Mengatur (regulerend) :

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh :

a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

c. Tarif pajak untuk kegiatan Ekspor sebesar 0% hal ini untuk mendorong ekspor produk-produk Indonesia dipasar internasional.
2.3.3    Pengelompokkan Pajak

Menurut Pembebanannya :
1.  Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak (WP) dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

2.  Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh :  Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).
Menurut Sifatnya:
1.  Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak (WP).

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

2. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak (WP).

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas               Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai (BM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2. 4  Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2. 4. 1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

  Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang dan jasa merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri (didalam daerah pabean), baik konsumsi barang maupun jasa. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hanya dikenakan terhadap pertambahan nilainya saja dan dapat dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan atau pemberian pelayanan jasa kepada konsumen. Semua itu merupakan unsur pertambahan nilai yang menjadi pajak bagi PPN.
2. 4. 2 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
  Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Undang-Undang no. 8 Tahun 1983 yang mulai berlaku pada 1 April 1985 hingga muncul Undang-Undang no. 11 tahun 1994 dan mulai berlaku sejak 1 Januari 1995 dan berakhir sejak berlakunya Undang-Undang no.18 Tahun 2000. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) hingga saat ini menggunakan Undang-Undang tersebut.
2. 4. 3 Pengertian Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP)
1. Barang Kena Pajak (BKP)



Barang kena pajak adalah barang berwujud yang menurut sifatnya atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.

Menghasilkan Barang Kena Pajak (BKP) adalah kegiatan mengubah bentuk dan atau sifat barang berwujud dari bentuk atau sifat aslinya menjadi barang baru dengan memanfaatkan faktor produksi (alam atau sumber daya alam, tenaga kerja atau sumber daya manusia, dan modal) sehingga dengan perubahan itu barang baru tersebut menjadi berdaya guna dan berhasil guna  sehingga bertambah nilai ekonomisnya.

Menghasilkan Barang Kena Pajak (BKP) dapat dilakukan dengan cara :

1. Memasak, merebus, menggoreng, memanggang, membakar, dan memanaskan.

2. Mencampur berbagai jenis barang menjadi barang yang baru.

3. Membungkus, mengemas, membotolkan barang agar menjadi tahan lama.

4. Merakit, memasang, atau menggabungkan barang menjadi barang baru yang berdaya guna dan lebih bermanfaat.

5. Menggali, menambang hasil kekayaan alam dari sumbernya untuk diolah menjadi barang baru yang berdaya guna dan lebih bermanfaat.

6. Menyediakan makanan dan minuman dengan usaha katering. 

Jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan Peraturan Pemerintah no.14 Tahun 2000 sebagai berikut:

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran langsung dari sumbernya (alam) tanpa diolah terlebih dahulu (minyak mentah, gas bumi, panas bumi, pasir, dan kerikil).

2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak (beras, gabah, gandum, jagung, sagu, kedelai, garam).

3. Makanan dan minuman yang dihasikan dihotel, restoran, rumah makan, warung, katering, dan sejenisnya.

4. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

2. Jasa Kena Pajak (JKP)
Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan tidak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikarenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.

Kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengacu pada Peraturan Pemerintah no.144 Tahun 2000 adalah sebagai berikut 

1.  Jasa dibidang Pelayanan medik

2.  Jasa dibidang Pelayanan sosial.

3.  Jasa dibidang Pengiriman surat dengan perangko.

4.  Jasa dibidang Keagamaan

5.  Jasa dibidang Pendidikan

6.  Jasa dibidang Kesenian dan Hiburan.

7.  Jasa dibidang Penyiaran yang bukan bersifat iklan.

8.  Jasa dibidang Angkutan umum di darat dan di air.

9.   Jasa dibidang Perhotelan.

     10.   Jasa dibidang Tenaga kerja.
2. 4. 4 Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Pasal 4 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Bahwa dikenakan atas:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) didalam daerah pabean oleh penguasa atau Pengusaha Kena Pajak (PKP).

2. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) didalam daerah pabean oleh penguasa atau Pengusaha Kena Pajak (PKP).

3. Impor Barang Kena Pajak (BKP).

4. Ekspor  barang kena pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) 
5. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean.

6. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean didalam daerah pabean.

7. Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak (BKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

8. Pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak (BKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

9. Pemakaian sendiri Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

10. Pemberian cuma-cuma Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

11. Penyerahan media rekaman suara dan atau gambar.

12. Penyerahan aktiva yang tujuan semula tidak untuk diperjual belikan.

13. Penyerahan jasa perjalanan wisata.

14. Penyerahan jasa pengiriman paket barang..

15. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan oleh bukan pengusaha kena pajak dan atau pengusaha kena pajak.

16. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dipengaruhi hubungan istimewa.

2. 4. 5 Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Subjek pajak adalah orang atau badan yang dikenakan kewajiban perpajakkan. Adapun subjek pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah : 

1.      Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

Pengusaha adalah orang  pribadi dengan nama dan dalam bentuk apapun didalam daerah pabean dengan bebas melakukan kegiatan menghasilkan dan/atau memperdagangkan barang dan atau mengekspor dan/atau mengimpor barang dan/atau memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean dan/atau memberikan jasa dan/atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean dan/atau menyuruh orang atau badan lain untuk melakukan kegiatn tersebut. Orang atau badan tersebut wajib melaporkan kegiatan usaha tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak agar dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak.
Yang termasuk dalam subjek pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) :

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terutang pajak lebih dari satu kegiatan perusahaan yang dalam lingkungan usahanya menghasilkan Barang Kena Pajak (BKP).

2. Pengusaha yang dalam lingkungan usahanya dan pekerjaannya mengekspor barang kena pajak (BKP).

3. Pengusaha yang melakukan kegiatan mengimpor barang.

4. Pengusaha yang dalam lingkungan usahanya dan pekerjaannya melakukan usaha perdagangan.

5. Pengusaha yang dalam lingkungan usahanya dan pekerjaannya melakukan kegiatan usaha dalam bidang memberikan dan memanfaatkan jasa.
2.   Bukan Pengusaha Kena Pajak

Subjek Pajak PPN tidak harus PKP, tetapi bukan pengusaha kena pajak pun dapat menjadi Subjek Pajak PPN, yaitu:

1..  Siapapun yang mengimpor Barang Kena Pajak (BKP).

2.   Siapapun yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dan JKP                 

   
dari luar daerah pabean didalam daerah pabean

3. Siapapun yang membangun sendiri tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya.
2. 4. 6  Pajak Masukan dan Pajak Keluaran
Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya sudah dibayar karena perolehan Barang Kena Pajak (BKP), pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean dan atau melakukan impor Barang Kena Pajak (BKP).

Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN)  yang wajib dipungut Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), dan atau karena ekspor Barang Kena Pajak (BKP).
2. 4. 7
 Dasar Pengenaan Pajak, Tarif PPN,  dan Tata Cara Pengenaan PPN
Dasar Pengenaan Pajak

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) merupakan suatu jumlah tertentu sebagai dasar untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut: 
Jenis-jenis Dasar Pengenaan Pajak (DPP) terdiri dari:

1. Harga Jual

Harga jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU Pajak.
2. Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, tidak termasuk PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

3. Nilai Impor

Nilai Impor adalah Nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam Perundang-undangan Pabean untuk Impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut berdasarkan UU PPN.

4. Nilai Ekspor

Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau   seharusnya diminta oleh Eksportir.

5 Nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak

Nilai lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP).


Nilai lain tersebut ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk Pemakaian sendiri BKP dan/atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.

b. Untuk Pemberian cuma-cuma BKP dan/atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.

c. Untuk Penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah adalah perkiraan harga jual rata-rata.

d. Untuk Penyerahan film cerita adalah hasil rata-rata perjudul film.

e. Untuk Persediaan BKP yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan sepanjang PPN atas perolehan aktiva tersaebut menurut ketentuan dapat dikreditkan, adalah harga pasar wajar.

f. Untuk aktiva yang tujuan semula tidak untuk diperjual belikan  yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar.

g. Untuk kendaraan bermotor bekas 10% (sepuluh persen) dari harga jual.

h. Untuk jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah seharusnya ditagih.

i. Untuk jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau seharusnya ditagih.

j. Untuk jasa anak piutang adalah 5% (lima persen) dari jumlah seluruh imbalan yang diterima berupa service charge, provisi, dan diskon.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai


Untuk menghitung besarnya Pajak terutang PPN maka dapat menggunakan rumus (UU PPN dan PPnBM Tahun 2000, Pasal 19 ayat 10)




PPN yang terutang tersebut merupakan Pajak Keluaran (PK) bagi PKP Penjual dan merupakan Pajak Masukan (PM) bagi PKP Pembeli.Tarif Pajak PPN dikenal dengan tarif tunggal. Sistem ini mengandung arti bahwa semua objek PPN dikenakan tarif yang sama. Tarif PPN menurut UU PPN dan PPnBM no. 18 Tahun 2000 adalah :

1. Konsumsi dalam negeri menggunakan tarif tunggal yaitu sebesar 10% (sepuluh persen)  yang pengenaannya dilakukan secara bertingkat pada setiap jalur produksi dan distribusi.

2. Dengan Peraturan Pemerintah dapat diubah serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen).

3. Untuk Tarif Ekspor BKP adalah 10% (sepuluh persen).
Agar lebih jelas bagaimana cara mengetahui penghitungan DPP Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebagai berikut :
PKP "A" bulan Januari 2007 menjual tunai kepada PKP "B" 100 pasang sepatu @ Rp.100.000,00 = Rp.10.000.000,00
PPN terutang yang dipungut oleh PKP"A"   10%  x  Rp.10.000.000,00 =  
Rp 1.000.000,00   Jumlah yang harus dibayar PKP "B" = Rp 11.000.000,00 
2. 4.8 Saat dan Tempat Terutangnya Pajak 

 2. 4.8.1  Saat Terutangnya Pajak



  Saat terutangnya pajak berkaitan erat dengan saat pembuatan Faktur Pajak, saat pembuatan Faktur Pajak berkaitan dengan saat Penyetoran dan Pelaporan Pajak yang terutang. Disini tampak jelas bahwa antara objek pajak, saat terutang, saat pembutan Faktur pajak, saat penyetoran, dan saat pelaporan merupakan satu mata rantai mekanisme PPN yang tidak dapat dipisahkan.

Berdasarkan Pasal 11 UU No.18 Tahun 2000 ditetapakan bahwa terutangnya pajak terjadi pada saat:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP).

2. Impor Barang Kena Pajak (BKP), yaitu saat BKP tersebut dimasukan kedalam daerah pabean.

3. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar daerah pabean didalam daerah pabean.

4. Ekspor BKP, yaitu saat BKP tersebut dikeluarkan dari daerah pabean.

5. Pembayaran, dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP atau JKP, atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean.

6. Pada saat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
2. 4. 8.2  Tempat Terutangnya Pajak

    Tempat terutangnya pajak berkaitan di KPP mana Pengusaha harus mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan Pasal 12 UU No. 18 Tahun 2000 bahwa pajak terutang di:

1. Tempat tinggal atau tempat kedudukan usaha PKP.

2. Tempat kegiatan usaha PKP.

3. Tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

4. Tempat BKP dimasukan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai, dalam hal Impor.

5. Satu tempat atau lebih yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atas permintaan tertulis PKP.


Apabila PKP mempunyai satu atau lebih tempat kegiatan usaha diluar tempat tinggal atau tempat kedudukannya. Maka setiap tempat tersebut merupakan tempat terutangnya pajak, dan PKP tersebut wajib mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP dimasing-masing tempat.
2. 4.9 Faktur Pajak (FP)

2.4.9.1  Pengertian dan Fungsi Faktur Pajak.


    Faktur pajak adalah dokumen atau bukti pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) yang dibuat oleh pengusaha kena pajak (PKP) karena melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak Bentuk, ukuran, warna, isi dan persyaratan lainnya dari faktur pajak ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Faktur pajak dibuat oleh pengusaha kena pajak untuk setiap kali melakukan penyerahan atau transaksi dalam rangkap dua yaitu satu untuk pihak yang menerima penyerahan dan satu lagi untuk pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan.

Fungsi Faktur Pajak berdasarkan Pasal 13 ayat 1 dan Pasal 1 huruf t UU PPN Tahun 2000 adalah:

1. Sebagai pungutan PPN bagi PKP penjual.

2. Sebagai bukti pembayaran PPN.

3. Sebagai sarana sebagai pengkreditan PPN dan sebagai dasar pembuatan nota retur.

4. Sebagai bukti pungutan pajak.
2.4.9.2  Jenis Faktur Pajak


   Berdasarkan Pasal 13 ayat 1 UU PPN Tahun 2000 menegaskan bahwa terdiri dari antara lain :

1. Faktur Pajak Standar adalah Faktur pajak yang isinya jelas dan lengkap termasuk identitas pengusaha kena pajak yang menerima penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Faktur pajak standar diterbitkan apabila pengusaha kena pajak menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada pengusaha kena pajak lain (transaksi antar PKP).

Fakkur Pajak terdiri dari beberapa lembar. Adapun tiap lembarnya diperuntukan bagi :

Lembar ke-1 : Untuk pembeli BKP atau Penerima JKP sebagai bukti Pajak Masukan.

Lembar ke-2 : Untuk Pengusaha Kena Pajak sebagai bukti Pajak Keluaran.

Lembar ke-3 : Untuk KPP dalam hal penyerahan dilakukan kepada pemungut PPN.

2. Faktur Pajak Gabungan yaitu Faktur pajak standar yang dibuat satu kali dalamm satu masa pajak (bulan takwin) untuk lebih dari satu kali penyerahan dalam masa pajak yang sama oleh PKP penjual BKP atau pemberi JKP yang sama, untuk pembeli atau penerima jasa yang sama pula (dalam hal ini terjadi karena merupakan langganan tetap).

3. Faktur Pajak Sederhana yaitu Faktur pajak yang isinya tidak jelas atau tidak lengkap khususnya identitas penerima barang kena pajak atau jasa kena pajak. Faktur pajak sederhana diterbitkan oleh pengusaha kena pajak apabla menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada bukan pengusaha kena pajak.

4. Dokumen Tertentu sebagai Faktur Pajak yaitu dokumen yang dikeluarkan oleh instansi atau perusahaan mengenai penyerahan barang dan atau jasa yang terutang PPN sepanjang telah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak sepertti PIB (Pemberitahuan Impor Barang) dari Bea Cukai, Rekening pembayaran telepon dari Perumtel, Surat Perintah Pengambilan Barang (SPPB) dari BULOG dan lain-lain. Dokumen ini diperlakukan sebagai Faktur pajak standar sepanjang dalam dokumen itu tercantum identitas lengkap pengusaha kena pajak (nama, alamat, NPWP, dan SPPKP) sebagai penerima atau pemegang dokumen.

 Dokumen-dokumen tersebut harus memuat sekurang-kurangnya:

1. Identitas yang berwenang, menerbitkan dokumen.

2. Nama, alamat,dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)  penerima dokumen sebagai wajib pajak dalam negeri.

3.   Jumlah satuan apabila ada.


4.   Dasar pengenaan pajak.

5.   Jumlah pajak yang terutang.

2. 5 Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

2.5.1 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai.


Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai diatur oleh KMK No. 549/KMK/04/2000.

1. Tata cara Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai:

a. Seseorang menggunakan SSP dan disetor ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro.

b.  Wajib Pajak harus mengambil sendiri ditempat yang sudah ditetapkan.

 Wajib Pajak mengisi kolom-kolom pengisian dengan benar sesuai dengan petunjuk.

2. Tempat Penyetoran 


Bank Persepsi, yaitu Bank Pemerintah dan Bank Swasta yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

· Bank Pemerintah, kecuali BTN

· Bank Pembangunan Daerah

· Bank Devisa

· Bank-bank lain penerima setoran pajak yang ditujuk oleh Menteri Keuangan Kepada Kantor Wilayah Anggaran untu menerima  pembayaran atau setoran pajak.
PT. POS Indonesia

a) PPN yang dihitung sendiri oleh PKP harus disetorkan paling lambat tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah bulan Masa Pajak.

b) PPN yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP harus dibayar / disetor sesuai batas waktu yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP tersebut.

c)  PPN atas Impor, harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk, dan apabila pembayaran Bea Masuk ditunda/dibebaskan, harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Impor.
2. 5. 2 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

  Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diatur oleh KMK no. 549/KMK/04/2000. Pelaporan PPN bagi PKP adalah dengan menggunakan SPT masa, yang melaporkan dan mempertanggungjawabkan

Perhitungan Jumlah Terutang:

1. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.

2. Pembayaran pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak.

3. Bagi Pemotong dan Pemungut Pajak fungsi SPT adalah sebagai sebagai sarana melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong, dipungut dan disetorkannya.

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan sebagai berikut: 

1.  
Bagi Pengusaha Kena Pajak dilaporkan dalam SPT Masa PPN lampiran B1 (Pajak Masukan yang dikreditkan) sebagai Pajak Masukan dalam negeri.

Penyampaian Lampiran SPT Masa PPN dilakukan paling   lambat tanggal 20 bulan takwim berikutnya.

2. 
Bagi Orang Pribadi atau Badan ynng bukan PKP dilakukan  dengan cara mengirim bukti setoran lembar ke-3 SSP kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) selambat-lambatnya tanggal 20 pada bulan yang sama pada bulan dilakukannya setoran.
             PPN TERUTANG = DPP X TARIF PAJAK
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